PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA

NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk meningkatkan ketepatan substansi,
kepatuhan, dan efisiensi, serta memperkuat
mekanisme penegakan aturan pendaftaran dan
pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara,
diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif;
bahwa beberapa ketentuan terkait ruang lingkup wajib
lapor, jangka waktu penyampaian, dan ketentuan
verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara
dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, perlu dilakukan penyesuaian
mengikuti perkembangan hukum sehingga perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN,
DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572), diubah
sebagai berikut:

1. Angka 3 dan angkalO Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disebut Komisi adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pimpinan adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dihapus.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau
yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Istri/Suami adalah seseorang yang terikat
hubungan perkawinan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya sesuai
peraturan perundang-undangan.

Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri,
anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai
atau mendapatkan bantuan finansial dalam
pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan
dasar maupun kebutuhan lainnya  dari
Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya
yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh
Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan
Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik
atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami,
Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh
sebelum dan selama Penyelenggara Negara
memangku jabatannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah
laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun
tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang
uraian dan rincian informasi mengenai Harta



10.
11.

12.

Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran,
dan data lainnya atas Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.

Pendaftaran adalah pelaporan LHKPN oleh Wajib
LHKPN kepada Komisi dengan syarat dan tata cara
sesuai Peraturan Komisi ini.

Dihapus.

Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh
Wajib LHKPN dan/atau Komisi kepada publik.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan,
dan kesesuaian profil Wajib LHKPN dengan
LHKPN.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 4

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan

LHKPN

kepada Komisi yakni pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara
pada saat pertama kali menjabat;

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun
sebagai Penyelenggara Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara
Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau
pensiun; atau

d. masih menjabat.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a sampai dengan huruf ¢ wajib disampaikan dalam

jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan

terhitung sejak:

a. saat pengangkatan pertama;

b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau

c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya
masa jabatan atau pensiun,

sebagai Penyelenggara Negara.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu)

tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31

Desember tahun laporan.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

disampaikan dalam jangka waktu paling lambat

tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon

Penyelenggara Negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk

melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi

Penyelenggara Negara.



3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A
(1) Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan
LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) terdiri atas:

a. pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
b. pejabat negara pada lembaga tinggi negara;

c. menteri;

d. gubernur;

e. hakim;

f.

pejabat negara yang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan

g. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis
dalam kaitannya dengan penyelenggara
negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat negara yang lain dalam ketentuan ini
misalnya

a. kepala perwakilan republik indonesia di luar
negeri yang berkedudukan sebagai duta besar
luar biasa dan berkuasa penuh;

b. wakil gubernur;

c. bupati/walikota; dan

d. wakil bupati/ wakil wali kota.

(3) Pejabat lain yang memiliki fungsi stategis
merupakan pejabat yang tugas dan wewenangnya

di dalam melakukan penyelenggaraan negara

rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan

nepotisme, yang meliputi:

a. ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

b. pimpinan lembaga atau pejabat setingkat
menteri;

c. wakil menteri atau wakil pimpinan lembaga;

d. direksi, komisaris, dan pejabat struktural
lainnya pada badan usaha milik negara dan
badan wusaha milik daerah serta anak
perusahaan badan usaha milik negara dan
badan usaha milik daerah;

e. Pimpinan Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan,
serta ketua dan anggota badan supervisi Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan
Lembaga Penjamin Simpanan;

f. pimpinan perguruan tinggi negeri;
pejabat eselon I dan pejabat lain yang
disamakan di lingkungan sipil, militer, dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h. staf khusus menteri atau pimpinan lembaga;

jaksa;

e



penyidik termasuk penyidik pegawai negeri
sipil;
panitera pengadilan;
juru sita pengadilan;
. pemimpin dan bendaharawan proyek;
kepala dan wakil kepala instansi vertikal
kementerian/lembaga di lingkungan sipil,
militer, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

0. pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain
yang disamakan di lingkungan sipil, militer,
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

p. pemeriksa, auditor, atau pejabat yang
menjalankan tugas dan fungsi sejenis;

q- pejabat pembuat komitmen;

r. pejabat publik yang mengelola anggaran atau
keuangan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah);

s. pejabat fungsional pengadaan barang dan

—.

BE TR

jasa; dan
t. jabatan lain yang memiliki fungsi stategis
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
anak perusahaan badan usaha milik negara, dan
badan usaha milik daerah dapat menetapkan
Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan
LHKPN selain dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A
Pada pelaporan Harta Tidak Bergerak, Penyelenggara
Negara harus memasukkan nilai estimasi saat
pelaporan berdasarkan:
a. nilai jual objek pajak;
b. zona nilai tanah; atau
c. nilai estimasi pasar.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Komisi menyampaikan hasil verifikasi
administratif kepada Penyelenggara Negara paling
lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN
disampaikan oleh Penyelenggara Negara yang
hasilnya berupa lengkap atau belum lengkap.

(2) Apabila hasil verifikasi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lengkap, Komisi



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

menyampaikan tanda terima melalui surat
elektronik kepada Penyelenggara Negara bahwa
dokumen yang disampaikan lengkap.

Apabila hasil verifikasi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Komisi
menyampaikan pemberitahuan melalui surat
elektronik kepada Penyelenggara Negara
mengenai dokumen yang harus diperbaiki
dan/atau dilengkapi.

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus menyampaikan perbaikan
dan/atau kelengkapan dokumen paling lambat 30
(tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Apabila batas waktu akhir penyampaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada
hari libur, penyampaian dapat dilakukan pada
hari kerja berikutnya.

Apabila Penyelenggara Negara tidak memperbaiki
dan/atau melengkapi dokumen sesuai waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
maka LHKPN dinyatakan tidak lengkap dan
Penyelenggara Negara dianggap tidak patuh dalam
memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN.

Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.

Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10
LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diumumkan
paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak
disampaikannya tanda terima dari Komisi.
LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (06)
diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung
sejak dinyatakan tidak lengkap.
Pengumuman LHKPN yang dinyatakan lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LHKPN
yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara
elektronik melalui laman resmi Komisi dan/atau
instansi.
Format naskah pengumuman harta kekayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum



dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 10A
Dalam hal LHKPN yang dinyatakan lengkap dan
telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) diketahui terdapat Harta
Kekayaan yang belum dilaporkan dalam tahun
berjalan, Komisi menyampaikan pemberitahuan
melalui surat resmi atau surat elektronik kepada
Penyelenggara Negara untuk memperbaiki
LHKPN.
Penyelenggara Negara harus memperbaiki dan
menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara elektronik melalui aplikasi e-
lhkpn paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender terhitung sejak disampaikannya
pemberitahuan Komisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
LHKPN yang telah diperbaiki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam laman
resmi Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender terhitung sejak perbaikan LHKPN
disampaikan Penyelenggara Negara.

Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(6)

Pasal 12
Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK
sebelum, selama dan setelah Penyelenggara
Negara menjabat.
Pemeriksaan LHKPN terhadap Penyelenggara
Negara yang telah berakhir masa jabatannya atau
pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu
paling lama S (lima) tahun terhitung sejak
berakhirnya masa jabatan atau pensiun
Penyelenggara Negara.
Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif
sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas
permintaan pihak tertentu.
Dihapus.
Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas
permintaan pihak-pihak tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upaya
penegakan hukum, pengawasan internal dan
pencegahan tindak pidana korupsi.
Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dapat menggunakan hasil pemeriksaan



LHKPN untuk tujuan selain dari alasan
permintaan Pemeriksaan.

10. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 19 A
Komisi dapat memberikan akses laporan harta
kekayaan kepada pengawas internal pada masing-
masing kementerian/lembaga, pemerintah
daerah, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik
negara, dan badan usaha milik daerah sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan.
Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, anak perusahaan
badan usaha milik negara, dan badan usaha milik
daerah menyampaikan permohonan resmi kepada
Komisi.
Masing-masing pengawas internal pada
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
anak perusahaan badan usaha milik negara, dan
badan usaha milik daerah yang memperoleh akses
laporan harta kekayaan bertanggung jawab
terhadap penggunaan informasi atas pemberian
akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan  ketentuan = peraturan = perundang-
undangan.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 21

Dalam hal Penyelenggara Negara:

a. terlambat melaporkan LHKPN;

b. tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara
lengkap dan benar;

c. tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam
rangka pemeriksaan LHKPN;

d. tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil
konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan
ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau

e. tidak melaporkan LHKPN,

Komisi menyampaikan rekomendasi kepada

pimpinan  kementerian/lembaga, pemerintah

daerah, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik
negara, dan badan usaha milik daerah tempat

Penyelenggara Negara berdinas untuk

memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara.
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(2) Terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
pelaporan yang melewati tanggal 31 Maret pada
tahun berjalan.

(3) Tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tidak
melapor LHKPN sampai dengan tanggal 31
Desember tahun berjalan.

(4) Dalam hal Penyelenggara Negara merupakan
anggota legislatif, Komisi menyampaikan
rekomendasi kepada pimpinan partai politik atau
Majelis Etik Partai atau Mahkamah Kehormatan
Dewan untuk memberikan sanksi sesuai kode etik

yang berlaku.
Pasal II
Peraturan Komisi ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

Sertifikasi

>\
@l Elektronik

NAWAWI POMOLANGO

Balai

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

<#kumumnsn

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 795



LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN,
PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA

FORMAT TANDA TERIMA

Komisi Pemberantasan Korupsi

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama
NIK

Lembaga
UnitKerja
Sub Unit Kerja
Jabatan

Jenis Laporan

Tanggal Kirim

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta 12950

1 000000000000

0000000000000 XM XXX

T 0000000000000 XN XX

5 X00000NCO00OAROOOOOO OO

£ 0000000 OO0 0K INX

o 0000000 - XKXX

£ 000000000

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagal

an
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

| buktl bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini,

Tanggal Verifikasi : xooooooox

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAWAWI POMOLANGO



LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN,

PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA

FORMAT LEMBAR PENGUMUMAN LENGKAP

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: X0000000 / XXOXXXX - XXXX)

STATUS VERIFIKASI ADMINISTRATIF : LENGKAP

BIDANG XXOOUKXXXX
LEMBAGA XXO000O0O0OOXXXXXXX
UNIT KERJA : 000000000OXXXXX
SUB UNIT KERJA XXO0OOOOAXXXXXXX
I.  DATA PRIBADI
1. Nama
2. Jabatan 20000000000XKX
3. NHK
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. JOOXXXXXX
1. Tanah dan Bangunan Seluas XXX m2/XXX m2 di KOTA/KAB
XXX, XX R XXXXXXXXX
2. Tanah Seluas XXX m2 di KOTA/KAB XXX, XXXXOXXX Rp.
XXXXXXXXX
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. XOONNXXXXX
1 Mobil, XX0000XX Tahun XXXX, XOO0OXXXX Rp. XXX
2. Motor, XXO000XX Tahun XXXX, XO0OXXXX Rp. X000 XXX
C. HARTA BERGERAKLAINNYA Rp. XOOXXXKXXX
D. SURAT BERHARGA Rp. XXAXXXXXXX
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. XOOXXXXX
F. HARTALAINNYA Rp. XOOXXXXX
Sub Total Rp. XUAXXXXXXX
I, HUTANG Rp. OOXXXXXX
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 200000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari e/hkpn kpk go.id. Seluruh
data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikinimkan sendid oleh
Penyelenggara Negara melalui ehkpn kpk goid, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang
bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan
dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Verifikasi Administratif Lengkap berarti Penyelenggara Negara telah menyerahkan surat kuasa mendapatkan data

keuangan.

3. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka mem fasilitasi pemenuhan
kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis,



-13-

FORMAT LEMBAR PENGUMUMAN TIDAK LENGKAP

KHaomial Pemberantasan Monipsl

XXX -

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/lenis Laporan - Tahun: 300000000 0 0000000 - X000

STATUS VERIFIKAS| ADMINISTRATIF : TIDAK LENGKAP

BIDANG r 00000
LEMBAGA s XOOO0C0O0O000C00000!
UNIT KERJA - MO0O0OOO000O0O00000
SUB UNIT KERIA ¢ XOO00C000000000000 0K
I, DATA PRIBADI
1. Mama c 0000000
2. Jabatan L 0000000000000
3. _NHK s 30000
Il.  DATA HARTA

A, TANAH DAN BANGUNAN
1 Tanah dan Bangunan Seluas XXX m 2,000 m2 di KOTA/KAB
NO000K, 30000000 R, X0000 00K
2, Tanah Seluas X0 m2 di KOTA/KAB 20000, 2000000 Rp.
RO XK,
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1 Mokl J0000000 Tahun X0, X00000000 Rp, X000 N
2. MWlotor, P00 000 Takwn 000K, X000 Rip, X 000000
€. HARTA BERGERAK LAINNYA

D. SURAT BERHARGA
E. KAS DAN SETARA KAS
F. HARTA LAINNYA
Sub Total
. HUTANG

IV, TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

20000000

JOUO00C0 K

000000

H00O00000K

300000000

0000000

M0O0O00MN

OO0

0000000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupalan dokumen yang dicetak secara otomatis dari glhkon kpkgaid Seluruh
data dan informasi yang tercantum dalam dolumen ini sesual dengan LHKPN yang dilsl dan dikirimkan sendirioaleh
Penyelenggara Negam. melalul elhfpnkpk golid, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang
bersangkutan atau sia papun juga untuk menmyatakan babwa harta kelayaan yvang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/fatau Keluargamya yang tidak dilaporkan
dalarm LHEPN, maka Pemyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan

vang berlaku,

2. Verifikasi Administratif Tidak Lengkap berarti Penyelengzara Negara tidak menyerahkan surat kuasa mendapatkan data

keuangan.

3. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPE dalam rangka memfasilitasi pemenuhan
kewajiban Penyelenggam Megara untuk mengumumkan harta kelayaan sesual dengan Undang-Undang Momaor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggam Negar yang Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kolusidan Nepatisme,

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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FORMAT LEMBAR PENGUMUMAN PERBAIKAN

Komisi Pemberantmssn Korupsi

XXX -

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/lenis Laporan - Tahun: XX0000000C/ I0000000 - X0000) Perbaikan Ke-)00

STATUS VERIFIKAS| ADMINISTRATIF : LENGKAP

BIDANG t X000000
LEMBAGA s X0O0C0O000O0000000
UNIT KERJA o XODOO0C0O000O000000N
SUB UNIT KERIA o OO0 R0 0000000
I DATA PRIBADI
1. Mama L 0000000
2. labatan 0000000000000
3. NHE L D000
Il.  DATA HARTA
A. TAMNAH DAN BANGUMAN Rp. 000000 K
1 Tanah dan Bangunan Seluas XXX m 23000 m2 di KOTA/KAR
FOO00, M0OO0000K R, B00D0 00
2, Tanah Seluas X000 m2 di KOTA/ AR 20000, X000000 Rp.
OO0 XX
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 0000000
1 Mabil, XOOROOXK Tahiun X00C, XX000C00 Rp: 30000000
2 Motor, JO00000000 Ta hun X000, XO00000000 Rp, X X0000000(
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 00000000
D. SURAT BERHARGA Rp. JOUX0000KEK
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. JOO00O000K
F. HARTA LAINNYA Rp. 20000000
Sub Total Rp. 000000
I, HUTANG Rp. 00000000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAMN (11-111) Rp. BOOO0DODONK

Catatan:

1, Ringian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari ghkpn kpkgo id Seluruh
data dan informasi yvang tercantum dalam dolumen ini sesual dengan LHEKPN yang dilsi dan dikirimkan sendiri.aleh
Pervelenggara Negam. melalul elilpnipkgold, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang
bersangkutan atau sia papun juga untuk menyatakan bahwa harta kelayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan
dalam LHEPN, maka Penyelenggara Negara wajlb untuk bertanggung jawab sesual dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku,

2. Werifikasi Administratif Lengkap berarti Penyelenggara Negara telsh menyerahkan surat kuasa mendapatkan data

keuangan.

2o Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPE dalam rangka memfasilitasi pamenuhan
kewajiban Penyelenggam Megara untuk mengumumkan harta kelayaan sesual dengan Undang-Undang Nomar 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggam Negars yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepatisme,

4, Pengumuman ini tidakmemerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAWAWI POMOLANGO
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